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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

A. Konsonan Tunggal 

No 
Huruf 

Arab 

Nama 

Latin 

Nama 

Latin 
Keterangan 

 alif - Tidak dilambangkang ا 1

 - ba’ B ب 2

 - ta’ T ت 3

 ṡa’ ṡ s dengan titik di atas ث 4

 - jim j ج 5

 ḥa’ ḥ ha dengan titik dibawah ح 6

 - kha’ kh خ 7

 - dal d د 8

  żal ż zet dengan titik di atas ذ 9

 - ra’ r ر 10

 - zai z ز 11

 - sa’ s س 12

 - syin sy ش 13

 ṣad ṣ es dengan titik di bawah ص 14

 ḍad ḍ de dengan titik di bawah ض 15

 ṭa’ ṭ te dengan titik di bawah ط 16

 ẓa’ ẓ ظ 17
zet dengan titik di 

bawah 

 ain ‘ koma terbalik di atas ع 18

 - gain g غ 19

 - fa’ f ف 20
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 - qaf q ق 21

 - kaf k ك 22

 - lam l ل 23

 - mim m م 24

 - nun n ن 25

 - wawu w و 26

 - ha’ h ه 27

 hamzah ’ Apostrop ء 28

 - ya’ y ي 29

 

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap 

 ditulis  Aḥmadiyyah :  احمد يهّ

C. Ta’ Marbuṫah 

1. Transliterasi Ta’ Marbuṫah hidup atau dengan harakat, fathah, 

kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”. 

Contoh:   زكاة الفطر  : Zakāt al-Fiṫri atau Zakāh al-Fiṫri 

2. Transliterasi Ta’ Marbuṫah mati dengan “h” 

Contoh:   طلحة  Ṫalhah 

Jika Ta’ Marbuṫah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua 

kata itu terpisah maka Ta’ Marbuṫah itu ditransliterasikan 

dengan “h” 

Contoh: روضة الجنة Rauḍah al-Jannah 

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

جماعة   : ditulis Jamā‘ah 

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 

نعمة اللَّ    : ditulis Ni‘matullāh 
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زكاة الفطر   : ditulis Zakāt al-Fiṫri 

D. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

No Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

1 َ----  Fathah A A 

2 ِ----  Kasrah I I 

3 ُ----  Dammah U U 

     

Contoh: 

 Yażhabu – يذهب Kataba – كتب

 Żukira – ذكر Su’ila – سئل

2. Vocal Rangkap/Diftong 

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai 

berikut: 

No 
Tanda 

Vokal 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan Ya’ ai a dan i ىيَ 1

 Fathah dan Waw au a dan u ىوَ 2
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Contoh: 

حول    Kaifa :كيف : Haula 

E. Vocal Panjang (Maddah) 

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya sebagai berikut: 

No 
Tanda 

Vokal 
Nama Latin Nama 

 Fathah dan alif Ā a bergaris atas ا  َ 1

ََ ى 2  
Fathah dan alif 

layyinah 
Ā a bergaris atas 

يَِ  3  Kasrah dan ya’ Ī I bergaris atas 

وَُ  4  Dammah dan waw Ū u bergaris atas 

Contoh:  

 Tuhibbūna :   تحبون 

 al-Insān : اإلنسان 

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

dipisahkan dengan Apostrof 

 a’antum :  أأنتم

مؤنث     : mu’annaṡ 

G. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, 

kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ 

jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan 

(iẓāfah) maka dihilangkan.  
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Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan … 

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

3. Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun. 

4. Billāh ‘azza wa jalla 

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al 

القران  : ditulis al-Qur’ān 

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya 

السيعة  : ditulis as-Sayyi‘ah 

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan 

dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun 

di akhir. 

Contoh: 

مُحمد    : Muhammad 

الودّ     : al-Wudd 

I. Kata Sandang “ال” 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf 

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”. 

Contoh: 

 al-Qur’ān :  القرأن

 al-Sunnah : السنة 

J. Huruf Besar/Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal 

huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan 

penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman 
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Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf 

kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, 

dll. 

Contoh: 

 al-Imām al-Gazāli :  اإلمام الغزالي 

 al-Sab‘u al-Maṡāni :  السبع المثاني

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 

huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

نصر منالّل     : Naṣrun minallāhi 

لَل الأمرجميعا    : Lillāhi al-Amr Jamī‘ā 

K. Huruf Hamzah  

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) 

atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika 

hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya 

ditransliterasikan harakatnya saja. 

Contoh: 

  Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn :  إحياء علوم الدين 

L. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau 

huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang 

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
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Contoh : 

 wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn :  وان لل لهو خير الرازقين  

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian 

tersebut 

 .ditulis syaikh al-Islām atau syaikhul Islām : شيخ الإسلام



 
 

xii 
 

PERSEMBAHAN 
 

Skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan 

kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW sang 

revolusioner sejati yang telah membuka jalan kesehjatraan serta keadilan 

bagi masyarakat yang terpinggirkan. Saya persembahkan ini kepada 

mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kontribusi 

khususnya teruntuk : 

1. Kedua orang tua penulis, teruntuk Ibu Yumaroh mungkin beribu 

terimakasih tidak akan mampu menandingi bagaimana rasa sabar dan 

kasih sayang yang Ibu berikan kepada penulis dalam membimbing 

serta menasihati penulis di setiap laku penulis sedari kecil hingga 

sekarang. Kemudian teruntuk Bapak Ulil Absor, Bapak adalah alasan 

penulis untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat. Terimakasih 

atas segala bentuk didikan yang Bapak berikan, atas segala himbauan 

dan kekhawatiran yang selalu diucapkan. 

2. Untuk seluruh keluarga dekat dari penulis, semoga doa baik yang 

selalu kalian berikan kepada penulis akan segera terwujud pun 

sebaliknya semoga doa tersebut kembali ke kalian. Semoga kalian 

sehat selalu. Aamiin. 

3. Sahabat dan kawan saya. Sahabat organisasi Pergerakan Mahasiswa 

Islam Indonesia, kawan seperjuangan di organisasi himpunan dan 

lembaga eksekutif, dan kawan-kawan terdekat yang telah menjadi 

tempat penulis menggali pengalaman serta pembelajaran untuk 

pendewasaann. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama akan 

segera terwujud. Segala hal baik semoga membersamai selalu. 

Aamiin. 



 
 

xiii 
 

4. Terakhir, penulis khususkan untuk seluruh elemen rakyat bangsa 

Indonesia, para pendahulu tokoh pergerakan dan kemerdekaan. Kita 

patut berbangga diri atas pencapaian serta perjuangan segala bentuk 

perlawanan akan penindasan dan ketidakadilan. Semoga keadilan 

serta kesejahteraan yang kita suarakan selama ini akan segera 

terwujud. Semoga perjuangan tidak akan pernah padam. La Hasta 

Victoria Siempre- Che Guevara. 

  



 
 

xiv 
 

MOTTO 
 

DOAKAN APA YANG KAMU KERJAKAN, 

KERJAKAN APA YANG KAMU DOAKAN 

“ORA ET LABORA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

ABSTRAK 
 

 
Huda, Muhammad Fathul. 2025. Politik Hukum Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Skripsi Program Studi 

Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. 

Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan merupakan upaya negara dalam menyatukan dan menata 

kembali regulasi kesehatan nasional melalui pendekatan omnibus law. 

Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan arah politik hukum 

kesehatan yang menekankan sentralisasi pengaturan, penyeragaman 

kebijakan, serta penguatan peran negara dalam penyelenggaraan sistem 

kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum 

pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan dan mengkaji akibat hukum yang ditimbulkannya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan undang-undang, konseptual, dan historis. Bahan hukum 

yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang 

dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum UU Kesehatan 

berorientasi pada peningkatan efektivitas dan kepastian hukum melalui 

penguatan peran pemerintah. Akibat hukumnya tercermin dalam 

perubahan pola pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan yang lebih 

bersifat administratif, yang berpotensi meningkatkan tertib hukum, 

namun juga menimbulkan tantangan terhadap kemandirian profesi 

kesehatan. 

 

Kata kunci: Politik Hukum, Undang-Undang Kesehatan, Sistem 

Kesehatan Nasional. 
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ABSTRACT 

 

Huda, Muhammad Fathul. 2025. Legal Politics of Law Number 17 of 

2023 on Health. Undergraduate Thesis, Department of Constitutional 

Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic 

University Pekalongan. 

 

The enactment of Law Number 17 of 2023 on Health represents 

the state’s effort to reorganize and integrate national health regulations 

through an omnibus law approach. This policy reflects a shift in the 

direction of health legal politics that emphasizes the centralization of 

regulation, the harmonization of health policies, and the strengthening 

of the government’s role in administering the national health system. 

This study aims to analyze the legal politics underlying the formation of 

Law Number 17 of 2023 on Health and to examine the legal 

consequences arising from its implementation.  

This research is a normative legal study employing statutory, 

conceptual, and historical approaches. The legal materials consist of 

primary and secondary legal sources, which are analyzed prescriptively 

using deductive legal reasoning. 

The results of the study indicate that the legal politics of the 

Health Law are oriented toward improving regulatory effectiveness and 

legal certainty through the enhancement of governmental authority. The 

legal consequences are reflected in changes to the supervision and 

guidance of health professionals that are predominantly administrative 

in nature, which may contribute to better legal order but also pose 

challenges to the professional autonomy of health practitioners. 

 

Keywords: Legal Politics, Health Law, National Health System. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Politik hukum merupakan kebijakan dasar negara dalam 

membentuk dan mengarahkan hukum guna mencapai tujuan 

nasional. Dalam konteks negara hukum, politik hukum menjadi 

instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan hukum 

nasional yang selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan.1 Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum tidak hanya 

berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana 

rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) dalam 

mewujudkan tujuan negara.2 Sejalan dengan itu, Mahfud MD 

menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan hukum 

yang ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui 

pembentukan dan penegakan hukum.3 Oleh karena itu, pembentukan 

peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari orientasi 

politik hukum yang melatarbelakanginya 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

hadir sebagai bagian dari upaya reformasi sistem kesehatan nasional. 

Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

untuk melakukan harmonisasi dan integrasi berbagai regulasi di 

sektor kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan 

                                                 
1 Saldi Isra, “Perkembangan Legislasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal 

Konstitusi, 2020. 
2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2020). 
3 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2017). 
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perundang-undangan.4 Pendekatan omnibus law yang digunakan 

mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menyederhanakan 

regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem 

kesehatan nasional.5 Dalam perspektif pembentukan peraturan 

perundang-undangan, upaya tersebut sejalan dengan prinsip 

pembentukan hukum yang baik sebagaimana dikemukakan oleh para 

ahli hukum, bahwa regulasi harus disusun secara sistematis, 

terintegrasi, dan tidak tumpang tindih.6 Hal ini juga diperkuat dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 

telah diubah, yang mengatur asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik.7 

proses pembentukannya Undang-Undang Kesehatan 

diwarnai oleh dinamika dan perdebatan, khususnya terkait dengan 

partisipasi publik dan keterlibatan kelompok profesi. Berbagai 

organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia 

memberikan perhatian terhadap proses pembentukan undang-undang 

tersebut.8 Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembentukan 

kebijakan hukum di sektor kesehatan melibatkan berbagai 

kepentingan yang kompleks, baik dari aspek profesional maupun 

sosial. Sedangkan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

                                                 
4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 
5Bivitri Susanti, “Omnibus Law dan Tantangan Legislasi di Indonesia,” Jurnal 

Hukum & Pembangunan, 2021. 
6 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2018). 
7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022. 
8 Ikatan Dokter Indonesia dkk., Pernyataan Sikap terhadap RUU Kesehatan, 

2023. 
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2023 tetap mengacu pada mekanisme yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal partisipasi 

masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 96.9 Dengan demikian, 

proses pembentukan undang-undang tetap berada dalam koridor 

hukum yang berlaku. 

substansi Undang-Undang Kesehatan membawa perubahan 

penting dalam tata kelola sektor kesehatan, termasuk penguatan 

peran pemerintah dalam pengaturan standar pelayanan, pendidikan 

tenaga kesehatan, serta integrasi sistem kesehatan nasional.10 Hal ini 

mencerminkan adanya arah politik hukum yang berorientasi pada 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan kesehatan. Dalam 

konteks yang lebih luas, reformasi sistem kesehatan juga menjadi 

bagian dari agenda global sebagaimana dikemukakan oleh World 

Health Organization yang menekankan pentingnya penguatan sistem 

kesehatan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berbasis regulasi 

yang kuat.11 Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan dapat dipahami sebagai produk politik 

hukum yang mencerminkan upaya negara dalam membangun sistem 

hukum kesehatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan responsif 

terhadap tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia. 

 

 

 

 

                                                 
9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 96. 
10 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Transformasi Sistem Kesehatan 

Nasional, 2022. 
11 World Health Organization, Health System Strengthening Framework, 2021. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023,Te$ntang Ke$se$hatan. ? 

2. Bagaimana akibat hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun, 

2023 Te$ntang Ke$se$hatan.  

C. Tujuan Penelitian  

1. Bagaimana politik hukum dalam pembentukan Undang – 

Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan .  

2. Bagaimana akibat hkum yang di timbulkan dari berlakunya 

undang -undang nomor 17 tahun 2023. 

D. Kegunaan Penelitian 

Pe$ne$litian ini nantinya diharapkan bisa be$rguna baik se$cara 

te$oritis maupun se$cara praktis : 

1. Ke$gunaan Te$oritis 

 Ke$gunaan te$oritis digunakan se$bagai ke$majuan 

ilmu pe$nge$tahuan dan dapat me$nawarkan analisis kritis 

yang me$ndalam, khususnya di bidang hukum 

ke$tatane$garaan dimana Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 te$ntang Ke$se$hatan me$mbahas te$ntang politik 

hukum yang dapat die$ksplorasi dalam lingkungan 

akade$mis. 

2. Ke$gunaan praktis 

Pe$ne$litian te$rhadap Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 te$ntang Ke$se$hatan me$miliki se$jumlah 

manfaat praktis yang dapat dirasakan se$cara langsung 

ole$h te$naga ke$se$hatan, le$mbaga pe$layanan ke$se$hatan, dan 

masyarakat luas, Pe$ne$litian ini dapat me$mbe$rikan 
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pe$mahaman yang me$ndalam me$nge$nai ke$te$ntuan 

pe$rlindungan hukum dalam UU te$rse$but, khususnya 

te$rkait hak dan ke$wajiban te$naga ke$se$hatan se$pe$rti 

dokte$r, bidan, dan apote$ke$r. De$ngan de$mikian, te$naga 

ke$se$hatan dapat me$njalankan praktik se$cara profe$sional 

dan aman, se$suai de$ngan landasan hukum yang be$rlaku.12 

E. Kerangka Teori  

Te$ori yang digunakan dalam pe$ne$litian adalah se$bagai be$rikut : 

1. Teori Politik Hukum  

Pe$mbuatan dan me$ne$ntukan ke$bijakan ne$gara. 

Harus me$lalui me$kanisme$ bagaimana ke$bijakan ne$gara 

harus be$rpihak ke$pada rakyat. Dalam me$ne$ntukan arah 

re$smi ke$bijakan ne$gara maka dibutuhkan hukum nasional 

yang be$rlaku di wilayah ne$gara Indone$sia. Politik hukum 

diartikan ole$h Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu 

Hukum se$bagai prose$s pe$ne$ntuan tujuan hukum dan 

sosial mana yang ingin dicapai dalam suatu masyarakat 

te$rte$ntu. Satjipto Rahardjo me$nge$mukakan ada e$mpat 

pe$rtanyaan me$ndasar13, yaitu:  

a) Tujuan apa yang ingin dipe$nuhi ole$h siste$m saat 

ini? 

b) Pe$nde$katan manakah yang me$nurut se$baiknya 

digunakan untuk me$ncapai tujuan te$rse$but?  

                                                 
12 Laodikia T. L. Analisis Pe$rlindungan Hukum Te$naga Ke$se$hatan Me$nurut UU 

No. 17 Tahun 2023 te $ntang Ke $se$hatan. Jurnal Pe$nce$rah Hukum, Vol. 1 No. 3, 2023. 
13 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011). 55-

56. 
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c) Kapan dan bagaimana undang-undang te$rse$but 

harus diamande$me$n? 

d) Mungkinkah me$nciptakan pola yang 

te$rstandarisasi dan dite$liti de$ngan baik yang akan 

me$mandu prose$s pe$milihan tujuan dan cara 

e$fe$ktif untuk me$ncapainya? 

 Pe$doman re$smi yang me$njadi landasan 

pe$mbuatan Undang-Undang untuk me$ncapai tujuan 

be$rne$gara dan be$rne$gara dike$nal de$ngan istilah politik 

hukum. De$ngan kata lain, politik hukum me$rupakan 

suatu usaha untuk me$nggunakan hukum untuk me$ncapai 

tujuan ne$gara. Be$rikut pe$nilaian Prof Mahfud MD 

me$nge$nai ruang lingkup politik hukum14: 

a) Ke$bijakan Ne$gara te$ntang hukum yang akan 

dibe$rlakukan atau tidak dibe$rlakukan dalam 

rangka pe$ncapaian ne$gara, strate$gi ne$gara 

untuk me$ne$ntukan arah hukum, te$rmasuk 

hukum yang akan dibe$rlakukan, diubah, atau 

dihapus. Hal ini be$rtujuan untuk me$ncapai 

tujuan ne$gara se$bagaimana te$rtuang dalam 

konstitusi. 

b) Politik hukum se$bagai alat pe$rubahan sosial  

Hukum tidak be$rsifat ne$tral, me$lainkan 

dipe$ngaruhi ole$h ke$kuasaan politik. 

Ke$putusan untuk me$mbe$rlakukan atau tidak 

                                                 
14 Mahfud MD,”Politik Hukum Indone $sia”,(Jakarta: Rajawali Pre$ss, 2009).. 42-

44. 
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me$mbe$rlakukan hukum me$nce$rminkan 

ke$pe$ntingan pe$nguasa yang se$dang 

me$me$rintah. 

c) Ke$te$rkaitan de$ngan pe$mbangunan nasional 

Hukum dirancang untuk me$ndukung 

pe$mbangunan e$konomi, stabilitas politik, dan 

ke$se$jahte$raan masyarakat. Ke$bijakan hukum 

yang diprioritaskan biasanya se$laras de$ngan 

ke$butuhan dan tantangan nasional. 

d) Latar be$lakang politik,e$konomi,sosial,budaya 

atas lahirnya produk hukum. Produk hukum di 

Indone$sia tidak lahir dalam ruang hampa, 

te$tapi sangat dipe$ngaruhi ole$h konte$ks politik, 

e$konomi, sosial, dan budaya. 

e) Latar be$lakang politik hukum se$ring me$njadi 

instrume$n politik untuk me$mpe$rtahankan 

ke$kuasaan. Pada masa Orde$ Baru, misalnya, 

hukum dijadikan alat le$gitimasi 

otoritarianisme$. Dalam de$mokrasi, hukum 

ide$alnya me$nce$rminkan ke$he$ndak rakyat, 

me$skipun dalam praktik se$ring te$rjadi tarik-

me$narik ke$pe$ntingan di antara e$lit politik. 

f) Latar be$lakang e$konomi, banyak re$gulasi 

muncul untuk me$ndukung pe$rtumbuhan 

e$konomi, me$narik inve$stasi asing, dan 

me$mpe$rbaiki ke$se$jahte$raan rakyat. Namun, 
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se$ringkali produk hukum justru dipe$ngaruhi 

ole$h ke$pe$ntingan ke$lompok e$konomi te$rte$ntu. 

g) Latar be$lakang sosial dan budaya, 

ke$be$ragaman sosial dan budaya di Indone$sia 

me$me$ngaruhi pe$mbe$ntukan hukum. Se$bagai 

contoh, pe$raturan me$nge$nai hukum adat dan 

syariat Islam me$nce$rminkan pe$ngakuan 

te$rhadap nilai-nilai lokal. Konflik sosial atau 

te$kanan dari ke$lompok masyarakat juga 

se$ring me$njadi pe$ndorong lahirnya re$gulasi 

baru. 

h) Pe$ne$gakan hukum dalam ke$nyataan lapangan. 

bahwa pe$ne$gakan hukum di Indone$sia se$ring 

tidak ide$al kare$na be$rbagai faktor, te$rmasuk 

korupsi, birokrasi yang tidak e$fe$ktif, dan 

pe$ngaruh politik. Be$be$rapa poin yaitu : 

1) Hukum yang tidak te$gak se$cara adil, 

ke$timpangan dalam pe$ne$gakan hukum, di 

mana ke$lompok te$rte$ntu le$bih se$ring 

te$rke$na sanksi hukum dibandingkan 

ke$lompok yang be$rkuasa. Pe$ne$gakan 

hukum yang bias ini se$ring dise$but 

se$bagai praktik "tajam ke$ bawah, tumpul 

ke$ atas." 

2) Ke$ndala struktural dan budaya hukum, 

Struktur pe$ne$gak hukum, se$pe$rti polisi, 

jaksa, dan hakim, masih me$nghadapi 
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pe$rsoalan kapasitas dan inte$gritas. Budaya 

hukum masyarakat yang ce$nde$rung 

pe$rmisif te$rhadap pe$langgaran hukum 

me$njadi tantangan dalam pe$ne$gakan 

hukum.  

3) Inte$rve$nsi ke$kuasaan, hukum se$ring kali 

dipe$ngaruhi ole$h ke$kuasaan politik, 

se$hingga ke$be$rpihakannya tidak 

se$pe$nuhnya ke$pada ke$adilan. 

F. Penelitian relevan  

 Be$rdasarkan pe$ne$lusuran lite$rature$, banyak dite$mukan 

pe$ne$litian yang be$rhubungan de$ngan pe$ne$litian pe$ne$liti baik itu 

skripsi, jurnal, te$sis, dan pe$ne$litian le$pas ( skripsi dan non te$sis ) 

namun de$ngan fokus yang be$rbe$da. Be$be$rapa pe$ne$litian yang 

re$le$van antara lain : 

Tabel 1.1 

Penelitian-penelitian terdahulu 

No Nama  ( Tahun ), 

Judul 

Metode Penelitian dan 

Hasil Penelitian 

Perbedaan dan 

Persamaan 

1. Yuyut Prayuni, Dkk,( 

2023) Tinjauan 

Yuridis Pe$nye$le$saian 

Kasus Se$ngke$ta Me$dis 

Pasca Undang-Undang 

Pe$ne$litian yang be$rsifat 

normatif ini 

me$nunjukkan bahwa 

me$skipun tugas te$naga 

ke$se$hatan sudah diatur 

se$cara je$las dalam 

pe$raturan pe$rundang-

Pe$ne$litian ini me$miliki 

ke$samaan de$ngan 

pe$ne$litian lainnya, yaitu 

pe$mbahasan me$re$ka 

me$nge$nai Undang- 

Undang Ke$se$hatan 2023. 

Namun ada pe$rbe$daan di 
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Ke$se$hatan Tahun 

202315. 

undangan, namun 

se$ringkali me$re$ka 

me$ne$mui ke$sulitan 

akibat ke$tidaktahuan 

masyarakat te$rhadap 

Undang-Undang 

ke$se$hatan dan fungsi 

ke$dokte$ran. Se$lain itu, 

te$rdapat juga isu 

ke$te$rlibatan 

Ke$me$nte$rian Ke$se$hatan 

yang te$rlalu luas dalam 

pe$nye$le$saian masalah 

ke$se$hatan, se$hingga 

me$nimbulkan 

konfrontasi de$ngan 

asosiasi profe$si. 

antara ke$duanya,kare$na 

pe$ne$litian Yuyut Prayuti 

dan re$kannya te$ntang te$s 

me$dis me$ngungkap 

ke$absahan pe$ne$litian ini. 

2. Be$nyamin Dicson 

Tungga (2023), 

Pe$ranan dan 

Tanggungjawab 

Pe$me$rintah dalam 

Pe$layanan Ke$se$hatan 

Pe$ne$litian normatif 

digunakan untuk 

me$maparkan konse$p 

undang-undang 

ke$se$hatan kompre$he$nsif 

se$bagai pe$nde$katan 

Skripsi ini me$ne$mui 

se$buah pe$rsamaan yaitu 

sama-sama me$mbahas 

te$ntang undang undang 

ke$se$hatan tahun 2023, 

                                                 
15

 Yuyut Prayuni, Ase $p Nurman Hidayat, Danny De $s Kartyko Lakoro, Jumrati, 

dan Lilie$ Fransiska, “Tinjauan Yuridis Pe $nye$le$saian Kasus Se$ngke$ta Me $dis Pasca 

Undang-Undang Ke $se$hatan Tahun 2023,” Innovative $: Journal of Social Scie $nce$ 

Re$se$arch, Vol. 3, No. 6, 2023,5479–5491. https://j-innovative $.org. 
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pasca disahkannya 

Omnibus Law te$ntang 

Ke$se$hatan16. 

pe$rundang-undangan 

nasional yang be$rtujuan 

untuk me$ningkatkan 

de$rajat ke$se$hatan 

masyarakat Indone$sia. 

pe$rbe$daannya yaitu pada 

pe$ne$litian Be$nyamin 

Dicson Tungga (2023),itu 

me$mbahas te$ntang 

Me$rupakan tantangan 

se$kaligus pe$luang untuk 

me$mpe$rtimbangkan 

undang-undang ke$se$hatan 

yang kompre$he$nsif se$bagai 

strate$gi hukum nasional 

untuk me$ningkatkan 

standar ke$se$hatan 

masyarakat di Indone$sia. 

Te$rcapainya ke$hidupan 

yang se$jahte$ra dan se$hat 

me$rupakan salah satu 

tujuan pe$mbangunan 

be$rke$lanjutan, me$ngingat 

be$sarnya pe$ran se$ktor 

ke$se$hatan dalam me$njamin 

ke$be$rlanjutan tujuan 

pe$mbangunan PBB. Untuk 

me$me$nuhi misi pe$mbinaan 

                                                 
16

 Be$nyamin Dicson Tungga, "Pe $ranan dan Tanggung Jawab Pe $me$rintah dalam 

Pe$layanan Ke$se$hatan Pasca Disahkannya Omnibus Law te $ntang Ke $se$hatan," 

Nusantara Hasana Journal, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 287–300, 

https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.940 
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pe$rusahaan yang adil, adil, 

dan murah se$rta me$miliki 

ke$pastian hukum, 

pe$raturan Pe$rundang-

Undangan yang 

be$rdasarkan nilai-nilai 

Pancasila harus diubah dan 

dise$laraskan baik se$cara 

nasional maupun 

inte$rnasional.. 

3. Albe$rtus D Soge$ 

(2023),  Analisis 

Pe$nanganan 

Ke$salahan Profe$si 

Me$dis dan Ke$se$hatan 

dalam Undang - 

Undang Nomor 17 

Tahun 2023 te$ntang 

Ke$se$hatan me$nurut 

Pe$rspe$ktif Hukum 

Ke$se$hatan17. 

Pe$raturan Undang-

undang Nomor 17 

Tahun 2023 te$ntang 

pe$nanganan ke$salahan 

profe$si me$dis dan 

ke$se$hatan sudah 

me$mbe$rikan 

pe$rlindungan yang le$bih 

be$sar bagi te$naga me$dis 

dan ke$se$hatan; Namun 

masih te$rdapat be$be$rapa 

ke$te$ntuan yang tidak 

se$jalan de$ngan 

Skripsi ini ada pe$rsamaan 

yaitu sama sama 

me$mbahas te$ntang hak dan 

ke$we$nangan yang yang 

harus dipe$role$h atau 

dijalankan ole$h ahli profe$si 

se$dangkan ada pe$rbe$daan 

dalam pe$ne$litian skripsi 

yang dilakukan ole$h 

albe$rtus d soge$ itu me$ne$liti 

te$ntang ke$salahan profe$si 

pe$nanganan ke$salahan 

profe$si me$dis dan 

                                                 
17 Albe$rtus D. Soge $, "Analisis Pe $nanganan Ke $salahan Profe $si Me $dis dan 

Ke$se$hatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 te $ntang Ke$se$hatan me $nurut 

Pe$rspe$ktif Hukum Ke $se$hatan," Jurnal He$alth and Caring Justice $, Vol. 3, No. 1, 2023, 

147–163. https://e$journal.up45.ac.id/inde $x.php/JHCJ/article $/vie$w/1690 

https://ejournal.up45.ac.id/index.php/JHCJ/article/view/1690
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paradigma hukum 

ke$se$hatan se$hingga 

dapat me$nimbulkan 

ke$rugian baik bagi 

pe$nye$dia maupun 

pe$ne$rima layanan 

ke$se$hatan. 

ke$se$hatan se$dang yang 

saya te$liti le$bih me$ngarah 

te$ntang ke$we$nangan yang 

harus dikuasai ole$h te$naga 

profe$si me$dis. 

4. Siti Rahmawati (2023) Implikasi Undang-

Undang Nomor 17 

Tahun 2023 terhadap 

Perlindungan Hukum 

Pasien dalam Pelayanan 

Kesehatan 

Siti rahmawati meneliti 

terkait Perlindungan 

hukum pasien dan hak 

pelayanan kesehatan yang 

terdapat pada Undang – 

Undang nomor 17 Tahun 

2023 tentang kesehatan. 

5.  Andi Wijaya (2023) Politik Hukum 

Pembentukan Undang-

Undang Kesehatan 

Tahun 2023 dalam 

Perspektif Reformasi 

Regulasi 

Dalam penelitian Andi 

wijaya ada beberapa 

persamaan terhadap 

penelitian saya yaitu sama 

– sama meneliti politik 

hukum Undang – Undang 

Nomor 17 Tahun 2023. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

 Je$nis pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$ne$litian yuridis 

normatif. Pe$ne$litian yuridis normatif yang digunakan untuk 

me$ne$liti dan me$ngkaji te$ntang hukum itu se$bagai norma,asas 

hukum,aturan hukum,doktrin hukum, te$ori hukum dan 

ke$pustakaan lainnya guna me$njawab pe$rmasalahan hukum18. 

Adapun dalam pe$ne$litian ini me$ngkaji te$ntang norma hukum 

dalam politik hukum Undang – Undang Nomor 17 te$ntang 

Ke$se$hatan.  

2. Pendekatan Penelitian  

Pe$ne$litian pe$nde$katan yang dipakai yaitu pe$nde$katan 

Pe$rundang Undangan, Konse$ptual, dan Historis19. Pe$nde$katan 

Pe$rundang Undangan dilakukan de$ngan cara me$ne$laah re$gulasi 

maupun pe$raturan Pe$rundang-Undangan yang ada 

hubungannya de$ngan masalah yang dite$liti20. Pe$nde$katan 

Pe$rundang-Undangan atau Statute$ Approach bisa dise$but 

de$ngan pe$nde$katan yuridis yang me$mbuka bagi ke$se$mpatan 

pe$ne$liti untuk me$lihat adakah ke$se$suaian antara Undang 

Undang yang satu de$ngan yang lain, te$tapi dalam hal ini adalah 

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 17 Te$ntang Ke$se$hatan. 

Pe$nde$katan Konse$ptual Conce$ptual Approach adalah 

pe$nde$katan yang dilakukan se$bab be$lum ada aturan hukum 

                                                 
18 Bambang sunggono, “me $tode$ pe$ne$litian hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Pe$rsada,2007 ),27. 
19 Johnny Ibrahim, “Te $ori dan Me $todologi Pe $ne$litian Hukum Normatif “ ( 

Malang Bayume $dia,2007 ), 291. 
20 Pe$tte$r Mahmud MarzukI, “Pe $ne$liitian Hukum” ( Jakarta: Ke $ncana ,2006), 93. 
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de$ngan masalah yang dihadapi. Pe$nde$katan konse$ptual 

be$rsumbe$r dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan be$rasal 

dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pe$nde$katan historis kare$na 

nantinya akan me$nunjukkan se$jarah dari masing-masing 

pe$ngujian Undang-Undang. 

H. Sumber bahan hukum  

 Sumbe$r bahan hukum dalam pe$ne$litian ini adalah me$nggunakan 

sumbe$r bahan hukum se$kunde$r yang dibagi antara bahan hukum 

prime$r dan bahan hukum se$kunde$r.21 Be$rikut bahan hukumnya : 

1. Bahan hukum prime$r  

Sumbe$r hukum prime$r, misalnya bahan dasar hukum 

prime$r, me$rupakan bahan hukum pokok yang digunakan 

dalam pe$ne$litian dan se$lanjutnya digunakan se$bagai dasar 

pe$ngikatan hukum.diantaranya ; 

a. Undang - Undang Dasar 1945, 

b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 te$ntang 

Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang – Undangan, 

c. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2019 te$ntang 

Pe$rubahan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 

2011 te$ntang Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang - 

Undangan.  

d. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 te$ntang 

Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 te$ntang 

Pe$mbe$ntukan Pe$raturan Pe$rundang - Undangan. 

                                                 
21

 Soe$rjono Soe$kanto Dan Sri Mammudji, “Pe $ne$litian Hukum Normatif 

Tinjauan Singkat” (Jakarta, Rajawali Pe$rs, 2006), 24. 
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e. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 te$ntang 

Ke$se$hatan  

f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 te$ntang 

Ke$se$hatan  

2. Bahan hukum se$kunde$r  

Bahan hukum se$kunde$r me$liputi bahan hukum, non 

hukum, jurnal non hukum, jurnal hukum, me$dia ce$tak, dan 

e$le$ktronik yang be$rkaitan de$ngan pe$nulisan dan pe$ne$litian 

ini be$risi asas asas hukum, te$ori hukum, doktrin hukum, 

hasil pe$ne$litian, skripsi dan lainnya yang be$rkaitan de$ngan 

pe$ne$litian untuk me$mpe$rje$las bahan hukum prime$r.22 

I. Teknik pengumpulan bahan hukum  

Pe$ne$liti dalam pe$ngumpulan bahan hukum me$lakukan 

be$be$rapa langkah yaitu de$ngan  inve$ntarisasi, siste$matisasi dan 

klasifikasi atau kate$gorisasi23. Me$ngumpulkan lite$rasi yang 

re$le$van dan me$ngumpulkan Pe$raturan Pe$rundang-Undangan 

adalah me$rupakan langkah inve$ntarisasi. Siste$matis be$rarti diatur 

se$cara siste$matis. Pe$nggolongan bahan hukum dan norma hukum 

atau Pe$rundang-Undangan yang se$suai adalah langkah klasifikasi 

atau kate$gorisasi bahan hokum untuk me$nghasilkan pe$ne$litian 

yang obje$ktif se$rta akurat. 

 

 

                                                 
22

 Johny Ibrahim, Te $ori dan Me $todologi Pe$ne$litian Hukum Normatif, Surabaya: 

Bayume$dia, 2008, 295. 
23

 Muhaimin,”Me $tode$ Pe$ne$litian Hukum” ( Mataram : Mataram Unive $rsity 

Pre$ss,2020 ) ,67. 
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J. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Se$suai de$ngan karakte$ristik pe$nde$katan yang dipakai, maka te$knik 

analisis bahan hukum yang dipakai yaitu analisis pre$skriptif de$ngan 

me$nggunakan logika pe$nalaran de$duktif24 yaitu me$narik ke$simpulan 

dari umum ke$ khusus untuk me$ncari ke$be$naran. Intinya pola 

pe$nalaran de$duktif ini adalah dari re$nungan konse$ptual atau te$oritis 

ke$mudian me$ngamati e$mpiris, se$te$lah itu me$lakukan hipote$sis 

ke$mudian pe$ngukuran se$bagai sarana pe$mbuktian konse$p dan te$ori 

se$hingga dapat me$narik ke$simpulan dari umum ke$ khusus. 

K. Sistematika Penulisan  

     Re$ncana pe$ne$litian akan dilakukan pe$nyusunan le$bih 

kompre$he$nsif se$rta disajikan le$bih variatif yang be$rbe$ntuk karya 

ilmiah skripsi ini, se$lanjutnya akan me$nghasilkan lima bab. Sub-bab 

juga akan me$mbe$rikan informasi yang le$bih me$ndalam di se$tiap 

bab, me$mbantu me$nyusun ske$ma le$bih lanjut se$bagian dari topik 

inti. Paragraf be$rikutnya akan me$mbe$rikan informasi le$bih lanjut 

se$bagai be$rikut : 

   BAB I Pe$ndahuluan, bab ini be$risi pe$ndahuluan yang be$risi 

te$ntang latar be$lakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

ke$gunaan pe$ne$litian, pe$ne$litian yang re$le$van, ke$rangka te$ori, 

me$todologi pe$ne$litian, dan siste$matika pe$nulisan. 

   BAB II, Landasan Te$oritis, pada bab ini be$risi te$rkait 

landasan te$oritis yang me$nje$laskan te$ori atau konse$p yang be$rkaitan 

de$ngan pe$mbahasan pe$ne$litian yang me$ncakup de$finisi dan se$jarah 

                                                 
24

 Sute$ki dan Galang Taufani,”Me $tode$ Pe$ne$litian Hukum: Filsafat,Te $ori dan 

Praktik “ (De $pok Rajawali Pre $ss,2020),267.  
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pe$mbe$ntukan, mate$ri muatan, se$rta akibat disahkannya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 te$ntang Ke$se$hatan. 

   BAB III, ,Me$njawab pe$rmasalahan rumusan masalah 

pe$rtama yang me$njadi fokus pe$ne$litian dalam pe$mbahasan kali ini. 

Pada bab ini akan dije$laskan te$ntang politik hukum pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 te$ntang Ke$se$hatan. 

   BAB IV Pe$mbahasan Pe$ne$litian, pada bab ini pe$nulis akan 

me$nguraikan jawaban dari rumusan masalah ke$dua yang dite$liti 

te$ntang politik hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 

te$ntang Ke$se$hatan. 

  BAB V Pe$nutup, bab ini me$muat re$kome$ndasi bagi pe$nulis 

dan pihak-pihak te$rkait se$rta se$jumlah ke$simpulan yang diambil dari 

rumusan masalah dan analisis bab se$be$lumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

politik hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang 

tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum negara dalam 

melakukan reformasi sistem kesehatan nasional melalui pendekatan 

omnibus law. Politik hukum yang digunakan diarahkan pada 

penyederhanaan, harmonisasi, dan integrasi berbagai peraturan 

kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang 

sektoral ke dalam satu sistem hukum kesehatan nasional yang lebih 

terpusat dan terintegrasi. 

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan menunjukkan adanya kecenderungan politik hukum yang 

bersifat responsif sekaligus sentralistik. Bersifat responsif karena 

undang-undang ini dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan 

reformasi sistem kesehatan nasional pasca pandemi COVID-19 serta 

perkembangan teknologi dan pelayanan kesehatan modern. Namun di 

sisi lain, undang-undang ini juga memperlihatkan penguatan peran 

pemerintah pusat dalam pengendalian sistem kesehatan nasional, 

terutama dalam bidang perizinan, pengawasan, standarisasi pelayanan 

kesehatan, dan sistem informasi kesehatan nasional. 

Akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terlihat dari adanya 

pencabutan beberapa undang-undang kesehatan sebelumnya, 

munculnya pasal-pasal baru, serta penggantian ketentuan lama 
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dengan sistem peraturan yang baru. Pencabutan undang-undang 

sebelumnya menyebabkan berakhirnya rezim hukum kesehatan yang 

bersifat sektoral. Selain itu, munculnya pasal-pasal baru melahirkan 

dasar hukum baru mengenai rekam medis elektronik, sistem informasi 

kesehatan nasional, sistem satu data kesehatan, serta ketahanan dan 

kedaruratan kesehatan nasional. Sementara itu, penggantian 

ketentuan lama menyebabkan perubahan terhadap sistem registrasi 

tenaga kesehatan, sistem perizinan praktik, dan sistem pengelolaan 

kesehatan nasional yang lebih terintegrasi. 

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan menjadi bentuk pembaruan hukum kesehatan nasional 

yang bertujuan menciptakan sistem kesehatan yang lebih modern, 

efektif, dan terintegrasi dalam satu kerangka hukum nasional. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai politik hukum 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengembangan sistem hukum kesehatan 

nasional. Pemerintah perlu segera menyusun dan menyempurnakan 

seluruh peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan agar tidak terjadi kekosongan hukum 

maupun tumpang tindih peraturan dalam pelaksanaannya. 

Keberadaan peraturan pelaksana sangat penting untuk memberikan 

kepastian hukum dan memperjelas mekanisme penerapan ketentuan 

dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pemerintah perlu 

memastikan adanya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan peraturan perundang-
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undangan lain yang masih berkaitan dengan sektor kesehatan. 

Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi konflik norma 

maupun dualisme peraturan dalam penyelenggaraan kesehatan 

nasional. Dalam pelaksanaan sistem kesehatan nasional yang lebih 

terpusat, pemerintah juga perlu tetap memperhatikan prinsip otonomi 

daerah serta melibatkan organisasi profesi kesehatan dalam proses 

pembentukan maupun pelaksanaan kebijakan kesehatan. Hal tersebut 

penting agar sistem kesehatan nasional tetap berjalan secara 

partisipatif, proporsional, dan mampu mengakomodasi kebutuhan 

daerah maupun profesi kesehatan. 

Di samping itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas 

mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya kepada tenaga kesehatan, 

fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Sosialisasi tersebut 

bertujuan agar seluruh pihak memahami perubahan sistem peraturan 

kesehatan yang baru sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara 

efektif 

C. Limitasi Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada kajian 

normatif terhadap politik hukum dan akibat hukum Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga belum membahas 

secara mendalam mengenai implementasi undang-undang tersebut 

dalam praktik penyelenggaraan kesehatan. 

Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis 

terhadap perubahan peraturan perundang-undangan kesehatan, 

khususnya terkait pencabutan undang-undang sebelumnya, 
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munculnya ketentuan baru, dan penggantian beberapa ketentuan 

lama. Oleh karena itu, penelitian ini belum membahas secara rinci 

dampak empiris maupun sosial dari penerapan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

Ketiga, karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan masih tergolong baru, beberapa peraturan 

pelaksana dan kebijakan teknis masih dalam tahap pembentukan dan 

penyesuaian. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian ini memiliki 

keterbatasan dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan undang-

undang secara menyeluruh. Dengan adanya keterbatasan tersebut, 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang 

lebih luas, baik secara empiris maupun komparatif, agar dapat 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

pelaksanaan dan perkembangan sistem hukum kesehatan nasional 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan. 
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